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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:
NURLINA binti ADUL, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Gang
Pesut 2, RT. 04, No. 28, Kelurahan Tanjung Laut indah,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai
“Penggugat”;
melawan

IHAD bin BASRI, umur 37 fahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tukang Meubel, tempat tinggal di Jalan Sultan Syahrir, Gang
Pesut 2, RT. 04, No. 42, Kelurahan Tanjung Laut Indah,
Kecamatan Bontang Seiatan, Kota Bontang, sebagai "Tergugat™:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Nopember

2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor

0391/Pdt.G/2015/PA.Botg tertanggal 11 Nopember 2015, telah mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di
Bontang pada tanggal 04 Mei 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan
Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/05///2002 tanggal 06 Mei
2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,
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dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Keiurahan Tanjung
Laut Indah Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat
dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 6 bulan;

. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang

anak yang bernama;

a. Deviana binti Ihad iahir di Bontang pada tahun 2003

b. Nurina binti Ihad lahir Bontang pada tahun 2005

¢. lhsan Canra bin thad lahir di Bontang pada tahun 2008

d. Ramadhan Saifullah bin thad lahir di Bontang pada tahun 2010
€. M. Ardiansyah bin Ihad lahir di Bontang pada tahun 2013

. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering diwarnai
perselisinan dan pertengkaran;

. Bahwa sebab-sebab tefjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

karena:

a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang
jelas;

¢. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat sering diusir dari
rumah dan Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai:

. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Juni 2015 vang disebabkan
permasalahan yang ada dan sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir dari rumah
kediaman bersama;

. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi,
karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik
bercerai dengan Tergugat.

. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang

ditimbulkan dalam perkara ini;
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Berdasarkan atasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ({HAD bin BASRI) terhadap
Penggugat (NURLINA binti ADUL);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di
persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor
0391/Pdt.G/2015/PA.Botg. tanggal 19 Nopember 2015, 01 Desember 2015
dan tanggal 15 Desember 2015 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut
berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi
antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki
oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha
memberikan saran kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina
rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian
pemneriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti antara lain:

A. Surat
— Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 183/05/V/2002 tanggal 06 Mei 2002
yang dikeluarkan oieh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang

Selatan, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah

dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;
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B. Saksi
1. Adul bin Gambuk, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Jalan Pesut {, RT. 04, No. 28, Kelurahan Tanjung

Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dibawah

sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai

berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Bapak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kota Bontang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang
memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari tempat tinggal
bersama dan sekarang Penggugat tinggal bersama saksi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
saling berkunjung;

- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

- Suwarni binti Lause, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, RT. 06, No. 75,

Keiurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,

dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan

sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Tante Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
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- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Kota Bontang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang
memberi nafkah kepada Penggugat dan masalah Tergugat berkata
kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari tempat tinggal
bersama dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
saling berkunjung;

- Bahwa pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Médiasi, dan dalam
perkara ini Majefis Hakim tidak dapat mewajibkan mefaksanakan mediasi
kepada Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak
pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor
0391/Pdt.G/2015/PA.Botg.  sebagaimana yang dibacakan dalam sidang
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak
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disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus
dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat
diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan ternyata gugatan Penggugat
secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 404 yang
berbunyi:

A G Y Al ged una ply Gsalusall plSa (ga Sla W (00 e

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang
yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan
tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan
saran kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokocknya didasarkan
kepada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
sejak tahun 2005. Hal itu terjadi disebabkan karena:

a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas;

c. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat sering diusir dari
rumah dan Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat terjadi tepatnya sejak bulan Juni 2015, Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir dari rumah kediaman
bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap persidangan,
sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah
mengakui dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang, bahwa dalam mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. sebagai Akta
Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Penggugat,
maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kwalitas (legal
standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai perceraian
didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran maka untuk memenuhi
ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1875 jo pasal 76
Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang -
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang — undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim
telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga/crang
dekat Penggugat dengan kedua belah pihak masing-masing bernama: Adul bin
Gambuk dan Suwarni binti Lause keduanya telah memberikan keterangan
bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisinan dan
pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu, kedua saksi
juga mengetahui penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi dimana Tergugat
kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Kedua orang saksi
tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah
tempat tinggai sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari tempat
tinggal bersama karena diusir dan selama berpisah sudah tidak saling
mengunjungi, pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar rukun kembali akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti
tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.) Penggugat dan Tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan
harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
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— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak
bulan 6 (enam) bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering
terjadi perselihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak
6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama
karena diusir dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa upaya damai telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan
Yurisprudensi MARI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang
mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka
rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap
Penggugat sejak gugatan ini diajukan hingga akhir proses persidangan tidak
terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga
bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, menjadi
petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah fidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat
menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila
perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vaitu untuk
membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Aliah
dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaiiknya apabila
mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak
berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin
beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena
itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus
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diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabuikan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag
Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002,
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret
2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan Kota
Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 yang teiah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketetuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (IHAD bin BASRI) terhadap
Penggugat (NURLINA binti ADUL),

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan
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Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang teiah

disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23
Rabiutawal 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang
yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufig
Hadiyanto, S.HI., dan Nurgalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
pula oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat;

Hakim Anggota |, e TER Al w Ketua Mdijelis,
) i ,"l“"iﬂ o -,
355536 -,
* = e T ———

e

Hakim Anggota Ii,
P

!;eJ1 Tt
=]

Nurqalbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran > Rp. 30.000,~
2. Proses :Rp. 50.000,-
3. Panggilan - Rp.300.000,-
4. Meterai :Rp. 6.000,-
5. Redaksi :Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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